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PERATURAN DAERAH 

KABUPATEI YMPUNG SELATAN 
NONOR 01 TAHUN 2009 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BElANJA DAERAH
 

TAHUN ANGGARAN 2009
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Menimbang: a.	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah lentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakitan Rakyat 

Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; 

b.	 bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, 

merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahuq 

2009 yang dijabartcan kedalam kebijakan umum APBO serta prioritas dan 

plafon anggaran yang telah disepakatl bersama antara pemerintah daerah 

dengan DPRD ; 

c.	 bahwa berdasartcan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hUruf a 

dan huruf b, per1u menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Lampung 5eIatan Tahun Anggaran 2009; 



Mengingat: 1.	 undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tent:ang Penetapan Undang

Undang Darum Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 

Tahun 1956, Undang-Undang Darum Nornor 6 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah lingkat n tennasuk Kotapraja dalam Ungkungan 

Daerah lingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nornor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor n12) sebagaimana telah 

dlubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Lembaran Negara,..-., 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan L.embaran Negara 

Republik Indonesia Nornor 3569); 

3.	 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

RetribUSi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4(48); 

4.	 Undang-Undang Hornor 21 Tahun 1997 tentang Bea PeroIehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

5.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotlsme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 3851); 



6.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 200'1 tentang PembenbJkan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

9.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200'1 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pereneanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 10'1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

1l.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor U5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 5ebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 



12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 ); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomar 118 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

15.Peraturan Pemerintah Nomar 24 Tahun 2004 tent:ang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416), 5ebagaimana telah diubah beberapa 

leal; teralehir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 , Tambahan 

L..embaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4540); 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tent:ang Pengelolaan 

Keuangan Baclan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
,- Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomar 4502); 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (L..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 



18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang P1njaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 , 

Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575); 

20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 

4576); 

21.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 4577); 

22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 

4578); 

23.Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4585); 

24.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 165, Tambahan 

Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593); 



25.Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

26.Peraturan Menteri Dalam Neger; Hornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebiigaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2001; 

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 

Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 



Dengan Persetujuan Bersama
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN lAMPUNG SELATAN
 

dan
 

BUPAll LAMPUNG SELATAN
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapun:	 PERAlURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2009. 

Paull 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2009 sebagai berikut: 

1.	 Pendapatan Daerah Rp.822.992.186.715,00 

2.	 Belanja Daerah Rp. 772.473.186.680,00 

Surplus/(Defisit) Rp. 50.519.000.035,00 

3.	 Pembiayaan Daerah: 

a. Penerimaan	 Rp. 13.125.000.000,00 

b.	 Pengeluaran Rp. 63.644.000.035,00 

Pembiayaan Netto Rp. (5O.519.000.Q35,00) 

Paul 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 terdlri dari: 

a.	 Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 87.649.876.702,67 

b.	 Dana Perimbangan Sejumlah Rp. 596.677.010.012,33 

c.	 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 138.665.300.000,00 



(2) Pendapatan AsIi Daerah 5ebagaimana dimaksud pada ayat (1) hUM a terdiri dari jenis 

pendapatan: 

a. Pajak daerah sejumlah Rp. 7.520.000.000,00 

b. Rebibusi daerah sejumlah Rp. 10.023.500.000,00 

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan sejumlah Rp. 3.342.500.000,00 

d. Lain-lain Pendapatan AsIi Daerah yang sah sejumlah Rp. 66.763.876.702,67 

(3) Dana Per1mbangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pendapatan: 

Rp 74.692.170.012,33a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajaksejumlah 

Rp. 444.6n.840.000,00b. Dana AIokasi Umum sejumlah 

Rp. n.307.000.000,00c. Dana AIokasi Khusus sejumlah 

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hUM 
,-~ 

c terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Dana Hibah sejumlah Rp. 10. 200.000.000,00 

b. Dana Darurat sejumlah Rp. 

c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 58.365.300.000,00 

d. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus sejumlah Rp. 70.000.000.000,00 

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Rp. 100.000.000,00 

Passl3 

(1) BeJanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal1 terdiri daIi : 

a. Belanja TKlak Langsung sejumlah Rp. 502.351.358.825,00 

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 270.121.827.855,00 



(2)	 Belanja tidak Iangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 425.262.930.320,00 

b. Belanja Bunga sejumlah	 Rp. 

c. Belanja Hibah sejumlah	 Rp. 25.005.375.000,00 

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 6.141.325.000,00 

e. Belanja Bag; Hasil sejumlah Rp. 

f. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 36.562.550.000,00 

g. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 9.379.178.505,00 

(3)	 Belanja Iangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 41.796.6n.300,00 

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 77.464.431.410,00 

c. Belanja Modal sejumlah	 Rp. 150.860.724.145,00 

Pasal4 

(1)	 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasall terdiri dart 

a. Penerimaan sejumlah Rp. 13.125.000.000,00 

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 63.644.000.035,00 

(2)	 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: 

a.	 Sisa L.ebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SIlPA) sejumlah 

Rp. 13.000.000.000,00 

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	 Rp. 

c. Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	 Rp. 

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	 Rp. 

e. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman sejumlah	 Rp. 125.000.000,00 

f. Penerimaan Piutang daerah sejumlah	 Rp. 



(3) Pengeluaran sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b terdin danjenls pembiayaan: 

a. Pembentukan Dana cadangan sejurnlah Rp. 

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejurnlah Rp. 1.000.000.000,00 

c. Pembayaran poIc.ok utang sejurnlah Rp 62.644.000.035,00 

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 

PaAIS 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairnana dimaksud dalam 

Pasal 1, tereanturn dalam Iampiran merupakan bagian tidak terplsahkan dari Peraturan 

Daerah ini, terdiri dari: 

1. Lampiran I 

2. LamplranD
r> 

3. Lampiran ill 

4. Larnpiran IV 

5. Lampiran V 

6. LampiranVl 

7. Lampiran VD 

: Ringkasan APBD; 

: Ringkasan APBD menurut urosan Pemenntahan Daerah dan Organisasi 

SKPD; 

: Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah Organisasi 

SKP,Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

: Rekapitulasi belanja menurut urosan Pemerintahan Daerah, Organisasi 

SKPD, Program dan Kegiatan; 

: Rekapltulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 

Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

: Daftar jurnlah Pegawai per GoIongan dan per Jabatan; 

: DaftarPiutang Daerah; 
~ 8. LampiranVID : Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah; 

9. LampiranlX 

10. Lampiran X 

11. Lampiran XI 

12. Lampiran XII 

13. Lampiranxm 

: Daftar peridraan penarnbahan dan pengurangan Asset Tetap Daerah; 

: Daftar peridraan penambahan dan pengurangan Aset Iain-lain; 

: Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelurnnya yang belurn 

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalarn Tahun Anggaran ini; 

: DaftarDana Cadangan Daerah; dan 

: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 



Pasal6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD. 

Pasal7 

PerabJran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif temitung
 

sejak tanggall Januarl 2009.
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
 

dengan penempalannya dalam L.embaran Daerah Kabupaten Lampung 5eIatan.
 

Ditetapkan di Kalianda 

pada tanggal lO Hb(Uar( .;/009 

BUPAll LAMPUNG ~~ 

WENDY MELFA 

Diundangkan di Kalianda 

pada tanggal 10 Febrvari )Dog 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. 
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